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You are wise •.• 

Wizen you know the limits of your wisdom 

You are true ••• 

Wizen you admit there are times you/ ool yourself 

You are alive ••• 

When tomorrow's hope means more to you than yesterday's mistake 

You arefree ••• 

Wit en you are in control of yourself and do not wisll to control otlters 

You are ltonourab/e •.. 

When you find your honour is to honour others 

You are humble... . .. . 

Wizen you do not know how humble you are 

You are beautiful •.• 

When you don't need mirror to tell you 

You are rich ••• 

Wh~~n~n~~n~~~~~h~ 

You are you ••. 

Wizen you are at peace with you are not 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Perlindungan Hukum Bagi... Galuhtantri Ardila Sukma



Dengan segala hormat dan cinta untuk ibunda, 

ayahanda, kakak serta keluarga tercinta, saya 

persembahkan skripsi ini ... ....... . 
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KAT A PEN GANT AR 
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akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam waktu yang tepat. Penulis 

berharap dengan penulisan skripsi ini, maka akan memberikan sesuatu yang baru bagi 

kampus tercinta khususnya Fakultas Bukurn Universitas Airlangga serta skripsi ini dapat 
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membangun dari pembaca akan bermanfaat demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini 
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ini akan bermanfaat bagi kita semua. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Dan Rumusan Mas~lah 

Pada rnasa era globalisasi seperti sekarang 1m, kehidupan dunia perbisnisan 

5emakin marak dan berkembang. Berbagai macarn karakter bisnis semakin beragam. 

Salah satu contoh bentuk trend dan perkembangan dalarn dunia perdagangan saat ini 

adalah perkembangan sistim penjualan produk rnelalui pemasaran jaringan atau yang 

lebih kita kenal dengan sebutan Multi Level Marketing (atau disingkat MLM), yaitu 

suatu sistirn dimana suatu pernsahaan menyalurkan produknya baik barang ataupun 

jasa melalui suatu jaringan yang ter4iri . dari orang-orang· bisnis yang tidak terikat 

(independent). Orang - orang independent (sponsor I upline) inilah yang selanjutnya 

mensponsori atau mengajak orang lain ( downline) untuk rnernbantu mereka 

menyalurkan produk barang atau jasa tersebut. Proses · saling banh1 membantu ini 

dapat diternskan melalui satu atau lebih tingkat pendapatan. 1 Dari pengertian ini 

maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi titik pokok dari suatu MLM adalah : 

1. Menjual produk barang rnaupun jasa melalui jaringan pernasaran 

2. Adanya Upline dan Downline 

3. Adanya satu atau lebih tingkat pendapatan 

1 Dave Roller, How To Make Big Money In~· www.mlm.com diakses tanggal 23 Mei 2003 
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Sebenarnya bisnis pemasaran Janngan atau untuk selanjutnya disebut MLM 

(Multilevel Marketing) ini, sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia, seperti Amway, 

CNI, dan masih banyak lagi. Pada mu1anya orang masih kurang begitu tertarik, tetapi 

setelah Indonesia terkena imbas dari krisis rnoneter yang berkepanjangan, rnaka 

bisnis semacarn inipun mulai merebak kembali di kalangan para pebisnis . Dalarn 

kondisi yang dilanda krisis ekonomi, banyak perusahaan yang bangkrut dan pada 

akhirnya terjadi pemangkasan jumlah karyawan melalui pemutusan hubungan kerja 

(PHK), akibatnyajumlah pengangguran sernakin bertarnbah. 

Dalam situasi yang seperti ini, bisnis MLM dengan ·berbagai kemudahannya 

menjanjikan banyak peluang yang sayang untnk dilewatkan. Bisnis ini mulai dilirik 

kembali oleh orang-orang karena merupakan peluang yang baik untuk tetap 

mendapatkan penghasilan dalam situasi ekonomi yang sulit. Bisnis MLM inipun juga 

menarik perhatian banyak perusahaan untuk tetap eksis di dunia perbisnisan dalarn 

situasi ekonomi yang tidak menguntungkan. Karena itu kemudian banyak perusahaan 

yang memutar haluan untulc menerapkan .·sistim pemasaran jaringan (MLM) dalam 

pendistribusian maupun penjualan produk - produknya karena adanya sistem 

operasional yang sederhan.a dan mudah serta biaya operasion.al yang rendah maupw1 

resiko yang rendah.2 

Perusahaan MLM 1rupun JUga tidak membutuhkan tenaga marketing karena 

pemasaran produknya rnelalui para rnembernya. Dengan kata lain bisnis ini 

mempakan usal1a mandiri. Ketertarikan orang - orang dalam bisnis ini, selain karena 

2 Nathalia Sujono, Pergera~n Multilevel Di Dunia, Buletin Balians.Edisi Sept-Dec 2002,h.1 
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keuntungan yang akan didapat juga karena risiko pekerjaan yang rendah. Alasan 

pengurangan karyawan yang kerap terjadi dalam perusahaan konvensional tidak 

berlaku dalam MLM. Fokus utama dalam menjalaukan bisnis ini sebenamya bukan 

hanya menjual produk saja, 

namun lebih menitik beratkan kepada perekrutan member barn. ltulah mengapa bisnis 

ini dikatakan sebagai bisnis pemasaran jaringan. Semakin banyak kita menclapatkan 

member baru maka akan semakin bertambah pula bonus yang didapat. 

Dalam mengatasi kesulitan ekonomi akibat krisis moneter, bisnis MLM ini 

terbukti merupakan peluang yang bagus dan sayang unruk dilewatkan. Namun 

temyata dampak positif dari bisnis ini banyak juga disalahgunakan oleh scbagian 

orang untuk membangun perusahaan illegal yang berkedok MLM. Banyaknya 

masyarakat yang sudah terlanjur ·percaya dengan bisnis · ini menjadikan mereka 

sebagai sasaran empuk bagi perusahaan illegal tersebut. Dengan kedok MLM mereka 

menjalankan bisnis pennainan uang (money game) untuk mendapatkan keuntungan 

yang sebesar-besamya dengan cara menghimpun dana dari masyarakat kemudian 

diputarkan secara ilegal dan pada . akhirnya dilarikan sendiri oleh pelaku usaha. 

Sedangkan para konsumen yang telah dijanjikan untuk mendapatkan 

bonus/keuntungan yang besar namw1 tidak mendapatkan apa-apa. Para konsumen 

seringkali tertarik untuk ikut bergabung dalam bisnis ini karena tergiur oleh 

keuntungan yang didapat. Hal semacam ini sudah sering terjadi di Surabaya seperti 

dalam kasus QSAR, Probest, Kombisindo maupun yang baru saja terjadi adalal1 

POMAS, bisnis dengan kedok MLM namun sejatinya adalah bisnis pennainan uang. 
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Di Indonesia, dari segi perlindungan konsumennya, pengaturan tentang bisnis 

pemasaran jaringan belum ada secara khusus, namun masih secara umum saja. fadi 

terkadang behun dapat menjangkau selumh penyimpangan yang terjadi. 

Beranjak dari permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan sebelmnnya, 

maka dalam penulisan skripsi ini akan dibahas beberapa perumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah bisnis pemasaran jaringan bila ditinjau dari sistem, hubungan para 

pihak serta terkait dengan adanya ketentuan mengenai klausula baku? 

2. Siapa yang bertanggung gugat bila terjadi sengketa di dalam menjalankan 

bisnis pemasaranjaringan terkait dengan jenis-jenis kerngian yang timbul? 

2. Penjelasan Judul 

Judul yang dipilih oleh penulis. untuk skripsi ini adalah "Perlindungan Hukum 

Bagi Konsumen Dalam Bisnis Pemasaran Jaringan (Multilevel Marketing)". Dalam 

Sistem ini, konsmnen dapat dibedakan menjadi 2 ( dua) jenis yaitu : 

• Konsumen sebagai member, maksudnya adalah konsumen yang 

menjalankau bisnis ini dengan didalmlui dengan pendaftaran keanggotaan 

di pemsal1aan tersebut 

• Konsmnen bukan sebagai member (konsumen bebas ), maksudnya arlalah 

konswnen yang ikut mengkonsmnsi produk pemsahaan tersebut namw1 

tanpa diikuti dengan pendaftaran keanggotaan. 
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Konsumen sebagai member atau yang untuk selanjutnya disebut sebagai member 

sebagaimana dijelaskan didalam buku kode etik PT.Morindo Indah Utama , salah satu 

perusa11aan MLM, yaitu didalam pasal I a.ngka 2, member/anggota adalah individu 

atau suatu badan yang telah mengisi fonnulir kcanggotaan yang disahkan perusalrnan 

dan dicatat secara resmi pada sistem administrasi perusahaan.3 

Sedangkan untuk definisi mengenai bisnis pemasaran jaringan atau yang untuk 

selanjutnya disebut sebagai Multilevel Marketing/MLM, terdapat beberapa pendapat. 

Salah satunya adalah pendapat pakar MLM, Hendrawan Supratikno yang 

mendefinisikan MLM sebagai sistem· pemasaran langsung yang menggunakan asas 

duplikasi dan multiplikasi. 4 

Undang-Undang No.8 talmn 1999 tentang Perlindungan Konswnen pada pasal 1 

butir 1 mendefinjsikan perlindm1gan konsumen sebagai segala upaya yang 

menjantin adanya kepastian huk:um untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

Jadi arti seluruhnya, perlindungan hukwn terhadap konswnen dalam bi.snis 

pemasaran jaringan adalah segala upaya .untuk menj~. ~danya kepastian huk:um 

untuk memberi perlindungan kepada konswnen dalam lingkup bisnis yang 

menggunakan sistem pemasaranjaringan. 

3 Morindo lndah Utama, Buku Kode Etik Perusahaan, Jakarta, 2001,.h.2 
4 Hendrawan Supratikno,Multilevel Marketing, www.mlm com. diakses·tanggal 3 Desember 2003 
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3. Alasan Pemilihan judul 

Dalam Penulisan skripsi ini, Penulis mengambil judul "Perlindungan Hukum 

Bagi Konsumen Dalam Bisnis Perna.saran Jaringan". Ada.pun alasan-alasan Penulis 

untuk memakai judul sebagaimana tersebut diatas adalah : 

Pertama, dalam situasi perekonomian seperti sekarang ini, banyak pemsahaan 

MLM yang mulai bennunculan dengan menyuguhkan sistim yang berbeda dari 

perusalrnan konvensional. Oleh karena itu .penting kiranya hal tersebut untuk diulas 

didalam skripsi ini terntama dari hubungan antara konsumen dengan pelaku usahanya 

dalam sistem bisnis pemasaran jaringan . mengingat belum ada Undang-Undang yang 

khusus yang mengatur tentang bisnis ini . 

Kedua, dalam perjalanannya, banyak juga penyimp?Jlgan penyimpangan yang 

terjadi di dalam bisnis ini. Oleh karena itu penting juga kiranya diuJas mengenai sisi 

tanggung gugat para konsumen yang dirngikan terhadap para pelaku usaha yang 

melanggar. Disamping itu agar para konsumen sebelum melangkah masuk untuk 

menjalankan bisnis MLM ini, mereka dapat mengerti jelas· aturan yang ditetapkan, 

sehingga tidak memulai bisnis atas · dasar keuntungan yang berlipat ganda dalam 

waktu singkat. 
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4. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari Penulisan ini meliputi ~ haJ, antara lain : 

Pertama, tujuan akademis maksudnya penulisan ini ditujukan untuk memperoleh 

gelar Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 

Kedua, tujuan praktis maksudnya penulisan ini ditujukan sebagai sumbangan 

pemikiran dalarn bahasan bisnis pemasaran jaringan terkait dengan permasalahan 

yang tirnbul diantaranya mengenai sistern, hubungan para pihak serta tanggung gugat 

terhadap pelaku usaha terkait dengan jenis kerugian. Dari sumbangan pernikiran ini . . 

diharapkan agar konsumen akan mengerti bagaimana bentuk hubungan hukum antara 

konsumen dengan pclaku usaha dan hagaimana tanggung gugatnya bila terjadi 

sengketa daJam menjaJankan bisnis ini. 

Dalam melakukan bisnis semacain ini seringkaJi konsumen berada dalam posisi 

yang lemah, dikarenakan kurangnya pendalaman akan sistem dari bisnis MLM 

semacam ini atau dapat dikatakan kaJau para konsumen hanya asal ikut saja. Untuk 

itu, Penulis berharap agar tujuan dari penulisan skripsi ini dapat tercapai. 

S. Metode Penulisan 

a. Pendekatan masalah. 

Dalam penulisan ini, Penulis · menggunakan metodologi pendekatan secara 

perundang-undangan dengan tipe penelitian secara yuridis normatif. 

Secara yuridis maksudnya adaJah dengan menelaah permasalahan berdasarkan 

peraturan Pernndang-Undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan 
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aspek-aspek hukum perlindungan konsumen dalam hubungan para pihaknya, 

perjanjian keanggotaannya serta tanggung gugatnya. 

. . 
Sedangkan secara normat:if maksudnya adalah dengan menghub1mgkan peraturan-

peraturan yang berlaku dengan praktek yang terjadi dalam masyarakat sehingga 

diperoleh pembahasan dalam pennasalahan tersebut. 

Sehingga secara yuridis - nonnatif maksudnya adalah penuasalahan tersebut dibahas 

dengan mengkaitkan peraturan yang ada kemudian diterapkan pada praktek yang 

terjadi ditengah masyarakat. 

b. Sumber bahan hukum. 

Bahan hukurn yang diperoleh terdiri 'dari bahan hukurn primer dan sekm1der. 

Bahan hukmn perimer antara Jain pemndang-undangan mengenai perlindungan 

konsumen, hukum perjanjian, hukum · persaingan usaha tidak sehat serta buku 

karangan ilmiah. Sedangkan bahan hukurn sekunder antara lain artikel-artikel 

majalah, internet, pendapat para sarjana serta surat kabar. ' 

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum. 

Pengumpulan dilak.'Ukan dengan studi kepustakaan yang kemudian diklarifikasi 

sesuai pemba11asan pennasalahan dan kemudian dilakukan pengolahan serta disusun 

secara sistematis kedalam masing-masing bab. 
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d. Analisa bahan hukum. 

Bahan Hukwn yang telah dikwnpulkan dan diolah, kemudian dianalisa 

dengan menggunakan metode deskriptif analistis argumentasi hukwn. Maksudnya 

bahan hukum tersebut digambarkan sedemikian mpa kemudian dianalisa dengan 

menghubungkan peraturan-peraturan yang terkait. 

6. Pertanggung .Jawaban Sistematika 

Penulisan ini terbagi kedalam 4 Bab, antara lain: 

Dalam Bab 1 dibal1as mengenai latar belakang, rumusan masala11, penjelasan 

judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan metodologi serta pertanggung 

jawaban sistematika. Hal ini ditujukan sebagai dasar dari karakter maupun bentuk 

tulisan ini sebingga pembaca diharapkan dapat dengan mudal1 memahami isi 

bahasan-bahasan ini. 

Dalam Bab 2 dibahas mengenai bisnis pemasaran jaringan ditinjau dari sisi 

perlindungan konsumen, hubungan hukum antara para pihak, serta baliasan mengenai 

perjanjian keanggotaan dikaitkan dengan perjanjian baku yang memllilt klausula 

baku. Bahasan ini dirasa perlu untuk ditwis lebih awal karena sebagai dasar untuk 

bertanggung gugat bila nantinya terjadi sengketa. 

Dalam Bab 3 dibahas mengenai tanggung gugat kohsumen baik itu konsumen 

sebagai member maupun konsumen bebas apabila terjadi sengketa. Bahasan ini dirasa 

perlu ditulis pada bah ini karena mengkaitkan dengan bab sebelumnya yang menjadi 

dasar dilakukannya tanggung gugat Qleh konsumen. 
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Dalam Bab 4 ditulis mengenai kesimpulan dan saran, sehingga pernbaca 

dapat lebih mudah dalam mengerti isi dari bahasan dari bab) . sampai dengan bab 3. 

Skripsi ini juga dilengkapi dengan daftar bacaan yang mendukm1g. 
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BAB II 

BISNIS PEMASARAN JARINGAN DITINJAU DARI SEGI 

PERLINDUNGAN KONSUMEN 

1. Sistem Bisnis Pemasaran Jaringan 

Dalam dtmia penjualan langstmg baik itu di Indonesia maupun di tingkat 

intemasional, terdapat 3 (tiga) sistem yang telah berjalan lama yaitu : sistem 

konvensional, sistem limited level ~an sistem multilevel . marketing. 1 Sebenamya 

bisnis MLM ini sudah sejak lama dipraktekkan oleh perusahaan-perusahaan besar di 

Amerika. Sebut saja Nutrilite, sebuah perusahaan makanan kesehatan, pada tahun 

1934 pernah mempraktekkan sistem ini. Namun karena suat_u hal akhirnya perusahaan 

ini mengalami kemerosotan dan beberapa distributor besamya akhimya membanguu 

bisnis yang serupa yaitu Amway yang kemudian dikenal sebagai pelopor perusahaan 

MLM di Indonesia . 

Ada beberapa definisi tentang Multilevel Marketing. Definisi sebelumnya, seperti 

yang sudah pernah dijelaskan di dalam latar belakang, yaitu . suatu sistim dimana 

suatu perusahaan menyalurkan produknya baik barang ataupun jasa melalui suatu 

jaringan yang terdiri dari orang-orang bisnis yang tidak terikat (independent). Orang-

orang independent (sponsor I upline)' ini°Jah yang selanjutnya mensponsori atau 

I Masyarakat Harns Berhati-hati Dengan Sistem Pirnmida, www.mlm.com. diakses tanggal 01 
Februari 2004 

11 
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rnengajak orang lain (downline) untuk membantu mereka menyalurkan produk 

barang atau jasa tersebut. Proses saling bantu membantu ini dapat diteruskan me.lalui 

satu atau lebih tingkat pendapatan.6 S~dangkan definisi MLM menurut kamus 

ekonomi adalah suatu cara atau metode penjualan secara berjenjang kepada 

konsurnen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh perorangan atau 

badan usaha yang memperkenalkan barang dan/atau jasa" tertentu kepada sejurnlah 

perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut yang bekerja berdasarkan 

komisi atau iuran keanggotaan yang wajar.7 Dari kedua definisi ini , maka berarti ada 

suatu ciri khas dalam bisnis ini. 

Bisnis ini memiliki suatu ciri .khas yang dapat membedakannya dari bisnis 

konvensional maupun bisnis limited level lainnya. Ciri khas pertama yang dapat 

membedakannya adala11 pemasaran produk pada bisnis ini menjual secara langsung 

kepada konsumen yang penjualannya dilakukan oleh seorang yang independent 

maksudnya seseorang tersebut bukanlah wiraniaga maupun karyawan perusahaan 

tersebut. Sehingga orang independent ini tidak mendapat gaji dari perusahaan, 

melainkan ia mendapatkan komisi dari basil penjualan tersebut. 8 Ciri khas yang 

kedua yang dapat membedakaunya juga adalah dalam menjalankan bisnis ini, 

biasanya ditekankan adanya perekrutan . member barn (downline) , maksudnya 

disamping memasarkan produknya, seorang member juga dituntut untuk melatih 

orang yang lain untuk melakukan penjualan produk yang orang tersebut bertindak 

6 Dave RollerJfow To Make Big Money In MLM, www.mlm.com. diakses tanggal 23 Mei 2003 
7 Kamus Ekonomi, www.mlm.CQm, diakses tanggal 15 Januari 2004 
8 Antara MLM, Skema Piramida dan Money Game, www.mlm.com, diakses tanggal 15 Januari 2004 
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sebagai member.9 Pada buku kode etik perusahaan PT.Morindo Indah Utama pasal I 

angka 2 dijelaskan member adalah individu atau badan usaha yang telah mengisi 

fonnulir kenaggotaan yang disahkan oleh pernsahaan dan dicatat secara resmi pada 

sistem administrasi perusaahaan .10 ,Berarti dengan merekrut member barn tersebut 

maka pe1tjualan akan bertambah dan sudah pasti penghasi~n dapat meningkat. 

Pada saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, terjadi pemutusan hubungan 

kerja (PHK) secara besar-besaran, pad().Qal pada saat itu kebutuhan hidup setiap orang 

meningkat. Oleh karena itu dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, banyak orang 

yang lantas beralih menekuni bisnis ini. Hal ini dika,renakan adanya beberapa 

keunggulan dari bisnis MLM bila dibandingkan dengan bisnis yang lainnya. 

Beberapa keW1ggulan tersebut antara Jain : 

I . dapat beke1ja paruh waktu 

2. mernpakan peluaug usaha yang baik untuk meujadi wiraswasta 

3. menjadi majikan untuk d.iri ·sendiri 

4. tidak memerlukan tempat usaha yang spesifik 

5. resiko yang dibutullkan tidak besar 

6. modal yang dibutuhkan kecil 

7. tidak memerlukan keahlian maupun ketrampilan khusus. 11 

9 
Nathalia Sujono, Pergerakan Multilevel di Dunia, Buletin Balians, edisi Sept-Dec 2002, h. l 

10 Morindo Indah Utama, ill!&i!, h.2 
11 

Contoh Tawaran MLM, www.E biz alfu.com, diakses tanggal 30 September 2003 
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Disamping itu bisnis ini juga menjanjikan bonus maupun pembagian keuntungan 

yang besar bila member tersebut menjalankan dengan tekun Didalam Tiens, 

perusahaan yang memasarkan prod~ik kesehatan, ada semacan1 bonus maupun 

penghargaan yang diberikan perus~a~ kepada member bila seorang member 

tersebut dapat mencapai target penjualan tertentu. Bonus yang ditawarkan antara lain: 

Tour, mobil BMW, kapal pesiar, pesawat maupun rumah mewah. 12 Bila lanlas 

member diberi bonus yang scdemikian besarnya maka lantas member akan berlomba-

lomba untuk mencapai target tersebut. Dengan demikian maka akan terjalin 

kerjasama yang sating menguntungkan Member akan mendapatkan bonus penjualan, 

sedangkan perusahaan pun akan mendapat keuntungan karena penjualan produknya 

yang meningkat. Sama halnya dengan PERA-PERA, salah. satu perusahaan MLM 

dari Jepang, dala.m tujuannya. untuk merekmt member barn, perusalrnan ini tidak 

tanggung-ta.nggung memberika.n souvenir ma.upun hadiah-hadia.h ba.gi sia.pa. saja. yang 

. . 
mau mengikuti presentasi yang diada.kan pemsahaan tersebut. Hal ini juga sebaga.i 

langkah menarik minat para calon member untul< berga.bung. 

Didalam menjalankan bisnis MLM in~, ada suatu dasar yang harus benar-benar 

dipa.hami oleh seorang calon member sebelum bergabung. Dasar yang dimaksud 

disini adalah marketing plan. Didalam buku kode etik PT. Morindo indah Utama 

pasal 1 angka 12 dijelaskan bahwa marketing plan adalah : 

"aturan pernasaran yang direncana.kan dan dibuat oleh perusahaan unnik 
meugatur ta.ta ca.ra usaha antaia perusahaan dan member, serta memuat pula 
tata cara penentuan peringkat, penentuan besranya bonus yang dapat 

. . 
12 Tiens Group, Marketing Plan, www.tiens com. diakses tanggal 30 September 2003 
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dinikmati oleh para member dan kewajiban yang hams dipenuhi oleh para 
member. 13 

Dari pengertian ini, dapat kita lihat pentingnya pemahaman seorang calon member 

terhadap marketing plan perusahaan yang akan digabung. Marketing plan juga 

menjadi salah satu dasar tanggung gugat konsumen bila nantinya terjadi sengketa 

terhadap pelaku usaha. Hal yang perlu diingat adalah bahwa tidak semua marketing 

plan perusahaan itu baik. Menurut Dan Jansen, seorang pakar dalam industri MLM 

internasional, dalam artikelnya ada beberapa ciri sebuah marketing plan yang baik 

antara lain : 

1. rnernasarkan produk ke konsurnen akhir dengan cara rnenetapkan harga yang 
realistis 

2 merangsang aktivitas perekrutan dengan cara memberi suatu penghargaan 
3. melahirkan para distributor handal 
4. menciptakan leader (maksudnya distributor handal yang bisa membina distributor 

handal lainnya)14 

Selain itu menurut Freddy Rangkuti, marketing plan yang unggul juga hams 

didasarkan pada nilai-nilai yang ada.pada. diri pelanggan dikarenakan makin ketatnya 

persaingan di pasar. Jadi marketing plan yang baik adalal1 yang tidak mengabaikan 

kebutuhan, selera serta harapan para member.15 Dari penjelasan ini, maka marketiug 

plan yang baik adalah marketing plan yang menetapkan harga secara wajar, ada 

pemberian penghargaa.1. bagi member yang berprestasi, dan dapat menciptakan para 

leader sehingga pada akhimya kebutuhan masyrakat dapat terpenuhi. Sehingga 

13 Morindo Indah Utama, op.cit.. h.4 
14 Dan Jansen, Principles Of A Successful Compensation Plan, 
www.mlmstartup com/articles(ienkon2 htm, diakses tanggal 16 April 2003 
1
' Freddy Rangkuti, Creative Effective Marketing Plan, http://www.gramedia.com/downloads/e­

book CreatingEftMarketingPlan.rtf, diakses tanggal 16 April 2003 
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sebelum bergabung maka seorang calbn r:nember diharapkan. benar-benar memahami 

marketing plan perusahaan yang akan diiikuti . 

Didalam bisnis MLM dikenal juga istilah Area Manager maupun stockis. Bila 

digambarkan didalam suatu bagan, organ dari bisnis ini adalah sebagai berikut : 

PERUSAHAAN MLM 

AREA MANAGER 

W AK.IL PERUSAHAAN 

STOCKIS 

MEMBER 

Dari bagan tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan MLM berperan sebagai produsen 

dan juga sebagai pusat dari organ bisnis ini.. Perusahaan MLM ini kemudian 

menunjuk perwakilan untuk menangani · pemasaran maupun transaksi jual beli 

produknya yaitu Area Manager. Didaiam buku Kode Etilc PT. Morindo Indah Utama, 

pasal I angka 11 dijelaskan mengenai definisi dari Area Manager yaitu member yang 

ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian oleh perusahaail yang mengikuti 

aturan-aturan yang ditetapkan penisahaan guna membantu perusahaan dalam 
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b I . 16 
pemasaran ataupun pcndistribusian · pr<?duk kcpada mcmber-mem er amnya. 

Setingkat dibawah Area Manager adalah stockis. Fungsi dari Area Manager maupun 

stockis ini adalah sama yaitu sebagai wakil perusahaan dalam membantu pemasarn.n 

produk perusahaan dengan tetap berpedornan pada semua aturan perusahaan. 

Perbedaannya adalah dari segi ruang lingkup daerah pemasaranuya. Seorang Area 

Manager biasanya membawahi sebuah propinsi, sedangkan stock.is ditempatkan di 

tiap-tiap kota di propinsi tcrtentu. Untuk lebih mudahnya dapat dicontohkan sebagai 

berikut : 

Seorang Area Manager Jawa Timur memqawahi beberl;lpa stockis yang tersebar di 

beberapa kota di Jawa Timur antara lain Malang, Sidoarjo, Blitar, Situbondo dan 

Madiun. 

Mereka tidak mendapat gaJt karena mereka bukan pegawai perusahaan, namun 

mereka mendapatkan bonus dari penjualan produ.kn:ya seperti member pada 

umumnya, namun prusentase bonus yang didapatkan oleh Area Manager maupun 

stockis lebih besar dari member karena mereka dibebani tanggung jawab yang lebih 

besar, yaitu disamping membantu pemasaran produk perusahaan, mereka juga harus 

memberikan laporan secara berkala atas setiap transaksi jual beli produk yang terjadi 

melalui mereka. 

Bila melihat definisi dari Area Manager dan pengertian dari stockis bahwa 

sejatinya mereka sama-sama berstatus sebagai member juga, maka berarti dalam hal 

ini Area Manager maupun stockis dapat memiliki 2 macam peran yaitu sebagai 

16 Morindo lndah Utama, 2l'U<i1, h.4 
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pelaku usaha maupun sebagai konsumen. Area Manager dan stockis berperan 

sebagai pelaku usaha bilamana mercka diposisikan scbagai wakil perusahaan yang 

bertugas membantu pemasaran produk daerah tertentu dan melayani transaksi jual-

beli serta memberikan laporan berkala transaksi tersebut kepada perusahaan. Namun 

ada kalanya mereka berfungsi sebag;:ii kot)sumen apabila meteka diposisikan sebagai 

member pada umumnya yang rnembeli produk untuk dinikrnati sendiri . Namun dalam 

bal1asat1 selanjutnya tentang para pihak maupw1 tanggung gugatnya, Area Manager 

dan stockis yang dibicarakan disini adalah yang diposisikan sebagai pelaku usaha 

dimana berfungsi sebagai wakil perusal1aan dalam memasarkan produk dan meiayani 

trat1saksi jual beli . Tuntutan akat1 terjadinya kerugian dapat ditujukan kepada pelaku 

usaha baik itu pernsahaan MLM secara langsung atau Area Manager ataupun juga 

stockis dengan melihat jenis kemgiannya. 

Dalarn hal pembelian produk, sistim MLM menerapkan 2 (dua) cara pemvelian, 

yaitu: 

I. cara pembelian langsung 

2. cara pembelian melalui Area Manager/stockis 

Cara pembelian langsung maksudnya adalah cara pembelian produk yang dilakukan 

langsung oleh seorang member ke perusal1aan. Jadi transaksi jual beli langsung 

terjadi saat itu juga antara member dengan perusahaan. Pembayaran dilakukan saat 

itu juga. Sedangkan untuk cara pembelian melalui Area Manager/stockis adalah cara 
. . ..... 

yang pembelian produk dilakukan . melalui Area Manager/stockis dan kemudia11 

mereka ini akan memberikan laporan kepada perusahaan secara berkala akan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Perlindungan Hukum Bagi... Galuhtantri Ardila Sukma



19 

transaksi yang terjadi ini. Pelaporan ini · terkait dengan ·"pemberian bonus kepada 

member. Dengan laporan tersebut, maka member yang bersangkutan akan diberi 

bonus oleh pemsahaan atas pembelian ini . 

Berdasarkan ada tidaknya produk, sistem MLM dapat digolongkan menjadi 2 

yaitu: 

1. Bisnis MLM yang memasarkan produk tertentu 

Yang tergolong bisnis ini an tar a lain PT .A VON, ORIFLAME, AMWAY 

2. Bisnis MLM yang non produk (seperti investasi modal) 

Yang tergolong dalam bisnis ini antara lain PT.POMAS, PT.KEBUN, PT 

QSAR 

Prinsip yang dijalankan Juga sama yaitu dalam pemasarannya produknya juga 

dilakukan perekrutan member. Dalam bisnis MLM yang memasarkan produk 

tertentu, ada suatu produk yang bempa ·barang. Seperti PT.AVON memasarkan 

produk kecantikan. Namun untuk bisnis MLM yang non produk, tidak ada produk 

nyata dalam arti barang yang dipasarkan'. Disini produk yang dimaksud hanya herupa 

investasi modal. Jadi seorang member hanya dim.iota untuk menginvestasikan 

sejumlah uang dan kemudian mencari member baru. Namun tiap bulannya dia akan 

mendapatkan suatu pembagian keuntungan, atau istilah umumnya bunga dari 

investasi itu. Bila ia dapat merekrut member barn, maka ia akan mendapatkan 

tambahan bonus dari perekrutan itu. Pada saat terjadinya krisis moneter hanyak orang 

yang tergiur dengan bisnis semacam ini ~arena kei.nginann)ra ha.nya mendapat uang 
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dalam waktu singkat 17
. Bisnis MLM yang non produk sepe1ti inilah yang lantas 

dikenal orang dengan sebutan Money Game. Menurut Safir Senduk, bisnis yang 

hanya mengandalkan perekrutan yang seperti ini disebut bisnis piramid. Kadang juga 

disebut dengan bisnis penggandaan uang atau money game.18 Ciri-ciri dalam bisnis 

ini biasanya tidak terdaftar dalam APL! (Asosiasi Pe1tjualan Langsung Indonesia), 

biaya pendaftaran yang cukup besar, tidak memiliki produk untuk dijual a tau 

kalaupun punya produk tersebut tidak sesuai dengan harganya, dan yang terpenting 

bisnis money game ini hanya menguntungkan orang-orang pertama bergabung. Yang 

bergabung belakangan seringkali hanya mendapat kerugiani1ya saja, entah itu tidak 

disetor bunganya, pelaku usaha melarikan diri atau malah dana pokoknya tidak dapat 

ditarik kembali . Untuk itu nanti didalam bab 3 akan dibahas mengenai tanggung 

gugat yang dapat dilakukan konswnen. 

Bila dilihat dalam segi perlindungan konsumen, memang belum ada Undang-

Undang yang secara tegas mengatur tentang bisnis ini. Tetapi kita dapat mengkaitkan 

beberapa instrument dasar dalam sist~m MLM ke'dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan. Dalam UU No.8 talmn 1999 tentang perlindungan konswnen 

yaitu pada pasal 18 menjelaskan mengenai batasan-batasan klausula baku yang 

dilarang dimana terkadang terdapat didalam perjanjian keanggotaan. Selain itu, UU 

ini juga mengatur mengenai hak dan kewajiban konswnen dan pelaku usaha dimana 

dijelaskan pada pasal 4 sampai pasal 7. Tanggung gugat konsumen terkait dengan 

17 Widarto Wirawan, Aksistensi APLI diakui, www.mlm.com. diakses tanggal 17 November 2003 
18 Safir Senduk, Mengenal Bisnis Money Game, Tabloid Noya No. 735 , h . XIIl 
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jenis-jenis kerugian seperti adanya cacad produk, adanya klausula baku yang 

memberatkan, marketing plan yang tidak sesuai dengan kenyataan, serta harga jual 

produk yang bersaing, diatur juga di dalai~1 UU ini pada I 9 sampai dengan pusal 27 

tentang tanggung jawab pelaku usalrn. · Disamping terkait dengan UU.No.8 talnm 

1999, sistem ini bisa juga dikaitkan dengan perundang-undangan yang lain, salah 

satunya adalah BW (Burgerlijk Wetboek) sebagai kitab· undang-undang hukum 

perdata. Namun bahasan yang lebih rinci akan dibahas pada sub bab dibawah ini . 

Didalam Kode Etik APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia) juga diberikan 

perlindungan bagi konsumen didalam melakukan bisnis MLM. Untuk diket.ahui, 

APLI (Asosiasi Penjual Langsung · Ifldonesia) adalah asosiasi nasional dari 

perusalrnan Penjualan Langsung yang mewak.ili kepentingan industri Penjualan 

Langsllllg di Indonesia, dan satu-satllllya di Indonesia yang diaku.i oleh WFDSA. 19 

WFDSA (World Federation Of Direct Selling Association) merupakan asosiasi 

penjual langsung sedunia. 

2. Hubungan Para Pihak 

Para pihak yang terkait didalam bisnis ini ada 2 yaitu konsumen dan pelaku 

usaha. Didalam dunia Multilevel Marketing (MLM), konsumen dapat dibedakan 

menjadi 2 (dua) kategori, yaitu : 

19 Kode Etik APLI (Asosiasi Penjual Langsung Indonesia), www.apli.co.id. diakses tanggal 30 
September 2003 
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1. Konsumen sebagai member 

2. Konswnen bukan sebagai member 

Sedangkan pelaku usaha yang terkait disini adalah perusa11aan MLM, Area Ma•lager 

atau dapat pula stockis . Sebelum menjelaskan tentang hubungan antara konsumen 

selaku member maupun yang bukan selaku member, akan lebih baik jika kita 

mendefinisikan terlebih dahulu tentang arti perusahaan, Area Manager ,maupun 

stock.is. Didalam KUHD tidak dijelaskan dengan tegas tentang definisi perusahaan, 

namun UU ini hanya mendefinisikan tentang perseroan firma dan perseroan terbatas 

yang diketahui sebagai macam-macam bentuk perusahaan. Pasal 16 KUHD 

mendefinisikan perseroan finna yaitu tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk 

menjalankan suatu perusa11aan dibawah satu nama bersama. Sedangkan menurut 

pasal 36, perseroan tcrbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak memakai nama 

salah seorang atau lebih dari para perseronya namun diaml:>ih1yalah nama perseroan 

itu dari tujuan perusahaan semata-mata: Dalam pengertian ekonomi, perusahaan 

diartikan sebagai suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber 

ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan tmtuk 

l ak 
w memperole i keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyar at. 

Penjelasan diatas merupakan penjelasan perusahaan dalam artian umwn. Sedangkan 

penjelasan perusahaan yang lebih spesifik yaitu menyangkut perusal1aan dalam at1i 
' -

MLM diambil pada buku kode etik PT. Morindo lndah Utama pasal l m1gka I yaitu : 

20 Murti Sumami dan John Soeprihanto, Pengantar Bisnis,_Liberty, Jogja, 1998, h. 5 
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"perusahaan yang dalam bidang hukum perdata melakukan perbuatan secara 

tidak terputus-putus, dan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan 

Wltuk mencari laba"21
. 

Sedangkan menurut kode etik APLI didefinisikan bahwa perusahaan adalah : 

"suatu kesatuan usalia yang menggunakan sistim Penjualan LangsWlg Wltuk 
memasarkan produk-produk yang berhubungan 'dengan merek dagang atau 
merek iasa mereka atau simbol identifikasi lain dan yang meujadi anggota 
APLI''.12 

Dari beberapa rnacam definisi mengenai pemsahaan dapat disirnpulkan bahwa 

temyata ada kesamaan definisi antara pemsa11aan dalam arti umum dengan 

perusahaan dalam arti khusus yaitu suatu unit usaha yang sama-sarna mencari laba. 

Perbedaannya hanyalah perusahaan MLM adalah perusahaan dimana memiliki 

spesifikasi yaitu pemasaran produknya dilakukan dengan menggunakan sistem 

MLM. Mengenai definisi Area Manager sebagaimana telah dijelaskan didalam bab 

sebelumnya yaitu : 

"member yang ditlliljuk dan ditetapkan berdasarkan basil penilaian oleb 
perusahaan yang mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan perusahaan guna 
membantu perusabaan dalam pemasaran ataupWl pendistribusian produk kepada 
member-member lainnya." 

Sedangkan stockis adalah sama dengan Area Manager hanya saja ruang lingkupnya 

lebih kecil. Area Manager membawalu beberapa stockis dalan1 satu propinsi. Seorang 

Area Manager ditunjuk oleh perusahaan ~ebagai wakil,_ sedangkan seorang stockis 

21 Morindo lndah Utama, op.cit, h.2 
22.Kode Etik APLl, www apli.cio id , diakses tanggal 30 September 2003 
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ditunjuk oleh Arca Manager namun tetap atas sepengetahuan dan persetujuan 

Perusahaan. 

a. Hubungan hukum antara konsumen selaku member dengan pelaku 

usaha 

Konsumen selaku member disini sama artinya dengan member. Sebagaimana 

yang telah didefinisikan dalam buku kode etik PT. Morindo Indah Utama pasal 1 

angka 2 yaitu indjvidu atau badan usaha yang telah mengisi fonnulir keanggotaan . . 

yang disahkan perusahaan dan dicatat secara resroj · pada sistem administrasi 

perusahaan.23 Didalam kamus bahasa. ~nggris-lndonesia diartikan member sebagai 

anggota. 24Selain itu, ada juga yang mendefinisikan member sebagai seseorang yang 

independent (bebas ), bukan wiraniaga maupun karyawan perusahaan yang tidak 
' 

mendapat gaji bulanan tetapi hanya mendapat korojsi dari hasil penjualan.25 Dari 

beberapa definisi ini dapat diambil kesimpulan bahwa seorang member adalah : 

1. individu/badan usaha 

2. mengisi formulir keanggotaan 

3. disahkan oleh pemsahaan 

4. dicatat secara resroj oleh administrasi perusahaan 

23 Morindo lndah Utama, !212£i1. h.2 
24 Bambang dan M.Munir, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris. Difa Poblisher, h.241 
2~ Aneka Bisnis Berkedok MLM: Janji Manis Berbuntut Meringis, htto://www.bahana­
magazine.com/okt2002lientera.htm, diakses tanggal 05 May 2004 
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5. seorang yang independent (bebas) 

6. bukan karyawan perusahaan tersebut 

Dari ciri ini dapat dilihat bahwa hubun~an member den~an pelaku usaha bukan 

sebagai hubungan kerja atasan-bawahan. Namun hubungan antara member dengan 

pelaku usaha dapat berupa 2 macam yaitu : 

1. sebagai kerjasama keagenan 

Bila dikaitkan dengan adanya . ikatan dalam per3an31an keanggotaan, maka 

hubungan member dengan pelaku usaha disini adalah sebagai kerjasama 

keagenan. Dalam hal ini berarti para pihak yang terlibat adalah member selaku 

konswnen dan perusahaan selaku pelaku usaha. Mengapa pelaku usaha yang 

ditekankan disini adalah perusahaan, bukannya Area Manager ataupw1 stockis, 

hal ini tidak lepas dari adanya perjanjian keanggotaan yang mengikat para pihak 

yaitu pihak member selaku konsumen dengan perusahaan selaku pelakJ usaha. 

Walaupun seorang konsumen pada saat bergabung menjadi member dengan cara 

melalui Area Manager maupun stockis, namun hubungan hukumnya tetap 

mengikat member dengan perusaha<µi MLM tersebut~ Jadi Area Manager dan 

Stockis hanya sebagai perantara saja. Mengapa dapat dikatakan hubungan hukum 

yang terjalin antara member dengan perusahaan adalah sebagai hubungan 

kerjasama keagenan adalah karena fungsi member 'yang dalam hal ini sebagai 

perantara/agen untu.k membantu memasarkan produk perusahaan. Seperti yang 

dikatakan Munir Fuady didalam buk:unya yang berjudul "Hukum Kontrak (Dari 
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Sudut Pandang Hukum Bisnis)"· bahwa hubungan bisnis dengan menggunakan 

kontrak agency antara agen dengan prinsipal terjadi dengan mana agen 

menawarkan produk milik principal kepada para pembeli, menawarkan sample­

sarnpel produk dan mencari pembeli .potensial.26 Yang. dimaksud principal disini 

adalah perusahaan sedangkan yang dimaksud pembeli adalah konsumen bebas 

maupun member lainnya. Jadi dari penjelasan Munir Fuady, yang dikatakan 

sebagai. agen adalah member itu sendiri. Masih dalarn buk."11 yang sarna, dijelaskan 

pula mengenai karasteristik kontrak agency yaitu : 

1. agen ti<lak bertanggung jawab secara hukmn langsung kepada pembeli, 
tetapi yang bertanggung jawab adalal1 pihak prinsipal 

2. seringkali agen dibatasi untuk satu teritori tertentu 

3. jangka waktu kontrak keagenan yang relative singkat 

4. titel kepemilikan terhadap produk berpiudah laugstmg dari principal 
kepada pihak pembeli 

5. merek dan logo tidak disediakan oleh agen27 

Selai.n dalarn bukunya Munir Fuady, didalarn Buku Kode Etik PT. Morindo ind~h 

Utama pasal 14 pun juga dijelaskan hubungan member dengan perusahaan yaitu 

sebagai berikut : 

1. perusahaan mempunyai. hubungan dengan member sebatas pemberian hak dan 
kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan. 

2. member tidak mempunyai. hubungan kepegawai.an dengan perusahaan dan 
hubungan member yang bersifat berdiri sendiri. 28 

26 Munir fuady, Hukum Kontrak (Dalam Sudut Pandang Hukum Bisnis) .. Citra Aditya Bakt~ 
Bandung,2001, h.176 · · · · 
27 Ibid, h.1 7 
28 Morindo Indah Utama, QJ2.£it, h. l 0 
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Dipasal itu dikatakan bahwa hubungan antara member dan pemsahaan hanya sebatas 

pemberian hak dan kewajiban saja . .Masih. dalam buku yang sama pada pasal 1 o ayat 

1 dijelaskan tentang saJah satu kewajiban member adalah wajib melakukan kegiatan 

penjualan produk dengan harga dan cara yang ditetapkan oleh perusahaan. 29 

Berarti yang dikatakan sebagai kewajiban member disini bila dikaitkan dengan 

penjelasan Mw1ir Fuady adaJah memiliki pengertian yang sama, yaitu yang dikatakan 

sebagai kewajiban member diantaranya me~akukan penju~lan produk dengan cara dan 

harga yang ditetapkan oleh pemsahaan dapat diartikan sebagai tugas agen 

sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Mm1ir Fuady diantaranya menwarkan 

produk maupun mencari pembeli potensial. Jadi dapat pula ditarik kesimpulan, bahwa 

dalam kaitannya dengan ikatan member dengan perusab.aan dalam perjanjian 

keanggotaan, maka hubungan hukum. 'yang terjalin antara member dengau perusahaan 

disini adalah hubungan kerjasama keagenan karena member bertugas untuk 

menawark.au produk serta mencari pembeli potensial · diantaranya dengan cara 

melakukan penjualan produk perusahaan. 

2. hubunganjual beli 

Terlepas dari adanya ikatan perJanJian keanggotaan antara member dengan 

perusahaan, maka hubungan hukum yang timbul antara member dengan pelaku usaba 

adalah hubungan jual beli antara penjual dan pembeli. Mengapa bisa timbul 

hubungan yang semacam m1, karena ada kalanya seorang member itu memakai 

29 Morindo lndah Utama, QlLltit._ h.8 
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produk untuk dirinya sendiri. Jadi dalam hal ini member dapat juga bertindak sebagai 

pcmakai. Untuk dikctahui, tcrkadru1g motivasi sconmg konsmncn mcnggabungknn 

dirinya sebagai member disamping m1tuk memasarkan produk tetapi juga Wltuk 

memakai sendiri produk tersebut dengan harga khusus. Karena terdapat selisih dari 

harga yang diberlakukan untuk konsumen bebas dengan member. Dalam hubungan 

hukum sebagai penjual dan pembeli ini, pelaku usaha yang terkait disini bukan hanya 

perusahaan saja namun juga Area Manager dan stockis. Karena transaksi ju.al beli ini 

tergantung cara member rnernbeli produk tersebut, apakah secara langsung ke 

perusal1aan, ataukah melalui Area Manager atau stockis. Bila member membeli 

peroduk tersebut secara langsung ke perusal1aan maka berarti hubungan hukum jual 

beli ini terjadi antara member selaku pembeli dengan ·perusahaan selaku penjw.iJ. 

Demikian pula halnya bila member membeli produk melalui Area Manager maupun 

stock is. 

b. Hubungan hukum antara konsumen bukan selaku member dengan 

pelaku usaha 

Selain member, didalam bisnis MLM juga dikenal konsumen bukan selaku 

member yang untuk selanjutnya disebut sebagai konsmnen bebas. Konsumen bebas 

disini sama artinya dengan konsumen pada umumnya karena tidak terikat dengan 

perjanjian keanggotaan. Pada pasal I butir 2 UU.No.8 tahun 1999 didefinisikan 

mengenai konsumen yaitu : 
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"setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, 
baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain, maupun mekhluk hidup lain dan 
tidak untuk diperdagangkan. Jadi konsumen bebas hanya difungsikan sebagai 
pemakai saja, bukan layaknya member yang disamping ia sebagai pemakai 
nannm juga ikut memasarkan produk tersebut" 

Menurut ekonomi, ada pendapat yang mendefinisikan konsumen dengan istilah kaum 

konsumen. Kaum konsumen adalah para pemakai barang dan jasa yang dihC!silkan 

oleh kaum produsen. 30 Kaum produsen sendiri adalah para penghasil barang maupun 

jasa. Jadi kedudukan konsumen disini hanya sebagai pemakai produk saja . 

Hubungan hukum antara konsumen bebas dengan pe~aku usaha hanya sebatas 

hubungan jual beli. Karena hubungan hukum yang terjalin hanya berupa hubungar1 

jual beli saja, maka pelaku usaha yang terkait disini bukan hanya perusahaan MLM 

namun dapat juga Area Manager serta stockis. Mengapa hubungan yang terwujud 
. -

disini dikatakan hanya berupa hubtmgan jual beli, karena antara konsumen bebas 

dcngan pelaku usaha tidak terikat olch adanya perjanjian keanggotaan seperti halnya 

pada member. Oleh karena itu tidak ada wujud hubungan keagenan disini. Di dalam 

pasal 1457 Burgerlijk Wetboek (BW)3
"1 dijelaskan mengenaijual beli adalah : 

"suatu perjanjian dengan mafia pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

meuyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang 

telah diperjanjikan". 

30 Suhennan Rosyidi, Pengant.ar Teori Ekonomj - Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Milcro dan 
Makro. Raja Gravindo Persada, Jakaarta, 1996, h.43 
31 BW adalah burgerlijk WetB6ek (S. 1847 No.23) sebagairnana diterjemahkan oleh Subekti dan R. 
Tjitrosudibio sebagai Kitab undang-undang hukurn Perdata. Oleh karena tidak ada terjemahan resmi 
maka untuk tulisan ini digunakan istilah BW (Burgerlijk Wetboek), Kitab Undang Undang hukum 
Perdata, cetakan ke 20, Subekti dan Tjitrosudibio, Jakarta 1999 · 
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Melihat pasal ini maka timbul hak dan kewajiban antara konsumen bebas dan pelaku 

us aha 

Hak dan kewajiban antara pelaku . u.saha selaku penjual didalam BW pada pasal 

14 7 3 yang berbunyi : 

"Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan 

dirinya; segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai 

pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya". 

Selain itujuga pada pasal 1474 BW yang berbunyi : 
. . 

" Ia mempLU1yai dua kewajiban yang utama, yaitu menyerahkan barangnya 

dan menanggungnya" 

Sedangkan untuk kewajiban konswnen bebas selaku pembeli diatur didalam pasal 

1513 B W yang berbunyi : 

"kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga · pembelian, pada waktu 

dan di tempat sebagaimana yang ditetapkan menurut perjanjian." 

Dari pasal ini dapat diringkas sebagai berikut : 

* Kewajiban Penjual adalah menyatakan dengan tegas ingin melakukan penjualan 

atas barang serta menycrahkan barang 

• Sedangkan kewaj iban pembeli adalah membayar harga barang yang dibeli 

Didalam BW hanya dijelaskan mengenai kewajiban masing-masing pihak. Ini benuti 

yang menjadi kewajiban salah satu pihak, merupak.an hak. pihak. yang lain. Bila 

diringkas maksud dari pe1tjelasan ini malCa yang me1tj·adi hak. dari penjual adalah 
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menenma pembayaran (merupakan kewajiban pihak pembeli) sedangkan yang 

menjadi hak dari pembeli adalah menerima barang (merupakan kewajiban penjual) . 

Bila dikaitkan kedalam pennasalahan tentang hubm1gan konswnen bebas dengan 

pelaku usaha, berarti dengan adanya hubungan jual-beli ini maka konsumen bebas 

selaku pembeli berkewajiban untuk memberikan pembayaran atas barang, dan pihak 

pelaku usaha selaku penjual berkewajiban untuk menyerahl\an barang. 

3. Perjanjian Keanggotaan Terkait Dengan Adanya Ketentuan Mengenai 

Perjanjian Baku Yang Memuat Klausula Baku 

Dalam menjalankan bisnis MLM, ·biasanya konsumen (member pada khususnya) 

. . . . 
terikat dengan suatu perjanjian keanggotaan. Sebelum memutuskan untuk bergabung 

menjadi member, biasanya seorang calon member diminta untuk membaca baik-baik 

dan mengerti akan isi dan syarat-syarat yang ditetapkan. Karena begitu kesepakatan 

terjadi dan perjanjian keanggotaan ditanda tangani maka berarti perjanjian antara 

member dengan perusahaan lahir. Perjanjian keanggotaan disini penting perannya 

sebagai dasar tanggung gugat konsumen bila terjadi sengketa antara member dengan 

perusahaan, misalnya sengketa yang berkaitan dengan adanya wan prestasi (ingkar 

janji) maupun perbuatan melawan hukmn. Perjanjian keanggotaan ini merupakan 

suatu perjanjian yang menyatakan kesepakatan pihak konsurnen untuk bergabung 

menjadi member dan disertai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalarn 

menjalankan kerjasarna pemasaran · produk. Perjanjian keanggotaan ini biasanya 
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sudah dibuat oleh perusahaan, jadi baik bentuk maupun isinya sudah ditentukan oleh 

salah satu pihak yaitu perusahaan. Perjanjian yang seperti ini disebut perjanjian balm. 

Didalam perjanjian balm terdapat klausula baku. UU.No 8 talnm 1999 pada pasal 

1 angka 10 mendefinisikan klausula baku y~itu : 

"setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telal1 dipersiapkan dan 
ditetapkan tcrlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan 
kedalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib 
dipenuhi oleh konsumen" 

Dari pengertian ini, berarti didalan1 perjanjian baku terdapat klausula baku, namun 

klausula baku bukan hanya terdapat didalam perjanjian saja, tetapi dapat pula terdapat 

didalam bentuk suatu dokumen, seperti kuitansi, nota, ataupun hon. Didalam kamus 

hukum juga didefinisikan mengenai perjanjian baku · dengan istilah contract 

d 'adhesion yaitu perjanjian yang syarat wnumnya ditetapkan oleh salah satu pihak 

dan pihak lain tinggal hams menyetujuinya secara keseluruhan. 32 Di dalam 

perjanjian keanggotaan, dikarenakan syarat-syarat dan kl~~~ulanya sudah ditetapkan 

oleh perusahaan, maka dapat digolongkan menjadi perjanjian baku yang klausulanya 

disebut klausula bairn. Didalam UU No.8 tahun 1999, diatur batasan-batasan bentuk 

klausula baku yang dilarang pada pasal 18 butir 1 dan 2, bahwa pelaku usaha 

dilarang mencantumkan klausula baku apabila : 

1. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha 
2. menyatakan penolakan kembali barang yang sudah dibeli 
3. menyatakan kembali uang yang sudah dibayarkan 
4. menyatakan pemberian kusa kepada pelaku usaha uutuk melakukan 

tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli kousurnen 
5. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya barang atau jasa 

32 Andi Hamzah, Kamus Hukum. Ghalia Indonesia, cetakan I, 1986, h.128 
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6. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau 
barang yang menjadi obyek 

7. menyatakan twiduknya konswnen atas peraturan barn yang dibuat secara 
sepihak oleh pelaku usaha 

8. menyatakan bahwa konswnen memberi kuasa kepada pelaku usaha wituk 
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan 

9. letak clan bentuk klausula baku yang sulit terlihat serta isinya yang sulit 
dirnengerti (pasal 18 ayat 2) 

Selain itu menurut Kasubdit Pelayanan dan Pengaduan Direktorat Perlindwigan 

Konswnen Deperindag, Aman Sinaga, ada 2 lembaga yang dibentuk berkaitan 

dengan tugasnya dalam memberikciri pedindungan bagi konsumen. Dua lembaga 

yang dimaksud disini yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) d.imana tugasnya adalah 

mengawasi segala bentuk pencantwnan klausula baku yang dilarang, menampung 

keluhan konsun1en, serta membantu penyelesaian sengketa antara konsumen clan 

pelaku usaha. 33 Dcngan adanya peratur~1 se1ta dibent.u.knya lembaga-lembaga ini 

maka akan memberikan kepastian akan adanya jaminaii perlindwigan bagi konsumen 

dan member pada khususnya terkait dengan adanya perjanjian keanggotaan yang 

memuat klausula baku. Bila member merasa dirugikan dikarenakan adanya 

pencantuman klausula baku yang termasuk kedalam bentuk klausula baku yang 

dilarang, maka konswnen dapat menuntut tanggw1g jawab dari perusaliaan. 

33 Aman Sinaga, 90 % Klausula Baku Rugikan Konsumen, 
http:l/www.hukumonline.com/detail.asp?id=6735&cl=berita. diakses tanggal 25 Oktober 2003 
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BAB III 

TANGGUNG GUGAT DALAM BISNIS PEMASARAN JARINGAN 

Didalam menjalankan bisnis MLM, ada kemungkinan terjadinya sengketa antara. 

' 
perusahaan dan konsumen baik itu sebagai member ataupun konsumen bebas. Kepada 

siapa tuntutan itu diberikan adalah berbeda-beda tergantung jenis-jenis kerugian yang 

timbul . 

1. Tanggung Gugat Antara Konsu~en $elaku Member D~ngan Pelaku Usaha 

Dalam statusnya sebagai member, ada beberapa jenis kerugian yang biasa terjadi 

didalarn praktek menjalankan bisnis MLM ini, antara lain adanya kerugian 

dikarenakan cacad produk, adanya perjanjian keanggotaan yang memuat klausula 

baku, adanya marketing plan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk bahasan 

lebih detailnya, akan dijelaskan ke dalam niasing -masing sub sub bab dibawah ini. 

a. Cacad produk 

Dalam sistem bisnis pemasaran jaringan yang berupa pemasaran produk tertentu, 

pembelian produknya, baik itu cara pembelian langsung maupun melalui stockis, 

adalah dilakukan seketika itu juga. Maksudnya member menyerahkan pemuayaran 

dan perusahaan menyerahkan barang~ Namw1 bila member dan perusahaan berada di 

tempat yang berbeda, hal seperti itu dapat menimbulkan permasalahan. Karena 

34 

.· . . 
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dilakukan secara langsung dalarn arti 'ada uang ada barang' , maka setiap para 

member menerima barang, mereka dapat langsung meneliti kondisi barang yang 

diterima tersebut. Namun bagi member yang berada di tempat yang berbeda, 

penelitian terhadap kondisi barang tersebut barn dapat dilakukan setelah barang 

sampai ditempat. 

Sebelum membahas tentang bagaimana tanggung gugatnya, kita perhatikan 

dahulu apa definisi dari produk dan cacad produk itu sendiri. Menurut Jerry.J Phillips 

produk didefinisikan sebagai berikut : 

" Product is usually thought as a tangible personal property, as a good or 

chatte/"34 

Maksudnya produk adalah sesuatu yang n~ata , lebih diasums.ikan sebagai barang. 

Sedangkan cacad produk didefinisikan sebagai berikut : 

" defect (defective) is lacking in some particular which is essential lo 
completeness, legal sufficiency, of security of the object spoken. A product is a 
defective if it is not fit for the ordinary purposes, for which such articles are 
sold and used or if it is dangerous because it fails to feiform in manner to be 
expected in light or its nature and intended function. 3 

Jadi sesuatu produk dikatakan mem.iliki kec'acadan b.ila ; 

1. tidak memenuh.i syarat dari tujuan awal objek tersebut dibuat 

34 Jerry.J Phillips, Product Liability, West Publishing Comapany, 1991, h. l 
35 Henry Campbell Black. Black's Law Dictionarv. sixth edition, The Publisher's Editorial Staff, 1990, 
h.418 . 
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2. membahayakan karena adanya kesalahan dalam'pembuatan 

Sedangkan menumt Steven R. Finz dari National University School of Law, 

San Diego, California, cacad produk itu sendiri didefinisikan sebagai berikut : 

"A product may be defective because it contains harmful ingredients, because 
it contains foreign objects, becau.se it has deteriorated or decayed prior to 
sale, because of the way it was designed, because of the way it was prepared, 
because of the instruction and warning did or did not accompany it, or 
because of the way it was package "36 

"So it contains : 

design defect 

manufacturing defect 

inadequate warning 

inadequate packaging"37 

Design Defect maksudnya adalah cacad ·produk yang-disebabkan karena adanya . . 

design yang tidak sesuai dengan harapan konsumen. Jadi design yang dibuat sudah 

benar namun tidak sesuai dengan harapan konswnen. Manufacturing defect 

maksudnya adalah cacad produk yang dikarenakan design yang dibuat salah. 

Inadequate warning I instruction maksudnya tidak adanya instruksi/peringatan yang 

memadai. Inadequate packaging niaksudnya adalah cacad produk dikarenakan 

kemasan yang tidak sempurna. 

Didalam BW hanya dijelaskan tentang cacat tersembunyi. Dalam BW pasal 1504 

· disebutkan bahwa : 

36 Steven R Finz, ProductLjabjljty (Smith's Review), Emanuel Law Outlines,Inc, Newyork,1993, 
h.64 
37 ibid, h.66 
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" si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang 
yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang 
dimaksud, atau yang yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, 
seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan 
membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang 
kurang." 

Jadi cacat tersembunyi adalah suatu c~cad yang terdapat pada barang yang tidak 

mudah dilihat oleh seorang pembeli normal, bukannya seorang pembeli yang 

terlampau teliti, sebab adalah mungkin seorang yang sangat teliti akan menemukan 

cacad itu.38 Dari beberapa definisi tentang cacad produk ini dapat diambil inti 

bagaimana suatu produk itu dikatakan cacad, antara lain : 

1. Bila tidak memenuhi tujuan awal produk itu dibuat 

2. membahayakan karena ad~ya Jcesalal1an dalam pernbuatan 

3. tidak adanya intruksi pemakaian yang jelas 

4. kemasan yang rusak 

5. dan terdapat cacat yang tidak dapat dilihat dengan mudah 

Didalam BW tersebut istilah yang dipakai adalah cacat tersembw1yi dan para pihak 

yang ditekankan disini adalah penjual dan pembeli. W alaupun terdapat perbedaan 

istilah disini namun merujuk dari pengertian cacad produk sebelumnya, cacat 

tersembunyi ini memiliki pengertian yang· serupa dengan cacad produk. Hal ini dapat 

dilihat dari adanya pemyataan dalam BW yang berbunyi "yang membuat barang itu 

tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud atau yang demikian mengurangi 

pemakaian itu". Maka dari itu dapat .ditarik kesimpulan bahwa perlindungan yang 

38 Subekti, Aneka Pedanjian, Cetakan X, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h.20 
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diberikan BW terhadap adanya cacat tersembunyi ini dapat dipakai juga didalam 

pennasalahan yang menyangkut cacad produk. Pelaku ~saha diperlakukan sebagai 

penjual dan member dipcrlakukan sebagai pembeli. 

Dalam hat adanya cacad produk, pelaku usaha yang bertanggung jawab bukan 

hanya perusal1aan saja, namun dapat juga Area Manager maupun stockis . Hal ini 

tergantung melalui mana member tersebut membeli produk. Namun karena peran 

Area Manager dan stockis hanya· ·sebagai wakil perusahaan (perantara), maka 

biasanya tanggung gugat ditujukau kepada perusahaau melihat peran perusahaar1 

sebagai pusat organ dalam bisnis MLM ini serta sebagai . produsen. Didalam BW 

tanggung gugat member sebagai pembeli dilindungi oleh pasal 1506,1507,1508 1509, 

dan 1510 (pasal ini juga memberikan perlindungan bagi perusahaan) . Dalam pasal 

1506 berbtmyi : 

" Ia diwajibkan menanggung terhadap yang tersembunyi , meskipun ia sendiri 
tidak meng~tahui adanya cacat itu, kecuali jika ia, dalam hal yang demikian, 
telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung scsuatu 
apapun." 

Pasal 1506 menegaskan bahwa yang diwajibkan menganggung kerugian karena 

adanya cacad produk tersebut adala4 peQjual, kecuali ada perjanjian yang mengatur 

bahwa penjual tidak menanggung terhadap adanya cacad produk tersebut. 

Pada pasal 1507 berbunyi : 

"Dalam hal-hal yang disebutkan dalam pasal 1504 dan 1506, si pembeli dapat 
memilih apakah ia akan mengerabalikan barangnya sambil menutut kembali 
harga pembeliannya atau apakah ia akan tetap memiliki barangnya sambil 
menuntut pengembalian sebagaian harta sebagaimana yang ditentukan oleh 
Hakim, setelah mendengar ahli-ahli tentang itu." 
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Menurut pasal ini, member yang dirugikan akan adanya cacad produk diberikan 

pilihan apakah ia akan menuntut kembali uangnya, ataukah tetap memiliki barang 

itu dengan disertai pengembalian sebagian ·uangnya. 

Didalam pasal 1508 dan 1509 dijelaskan seberapa besarkah kewajiban yang harus 

diberikan pelaku usaha terhadap member akan kerugian yang disebabkan adanya 

cacad produk yaitu : 

1. Bila pelaku usaha telah mengetahui adanya cacad tersebut sebelwn jual 

beli terjadi, maka ia wajib .mengembalikan ... uang pembelian dengan 

ditambah mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada member. 

Pasal 1508 berbunyi : 

" Jika si penjual telah mengetahui cacat-cacatnya barang, maka selain ia 
diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, ia 
juga diwajibkan mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada 
pembeli" · 

2. Namun bila pelaku usaha tidak mengetahui adanya cacad produk itu saat 

terjadinya jual beli, maka pelaku usaha hanya .wajib mengembalikan harga . . 

pembelian saja dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh pembeli untuk 

melakukan transaksi ini. 

Pasal 1509 berbunyi : 

" jika penjual tidak telah mengetahui cacat-cacatnya barang maka ia hanya 
diwajibkan untuk mengembalikan harga pembelian, dan mengganti 
kepada si pembeli biaya yang telah dikeluarkan wituk penyelenggaraan 
pembelian dan penyerahan, seke~ itu dibay~ oleh si pembeli ." 
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Namun BW juga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, didalam pasal 

1510 BW clijelaskan dalam kalimat: 

" kerugian yang clisebabkan kejadian tak sengaja, hams dipikul oleh pembeli". 

Maksud dari pasal ini adala11 bila member mengalami k~rugian bukan dikarenakan 

oleh cacat produk atau dapat pula cacad tersebut timbul bukan karena kesalahan 

pelaku usaha maka kerugian tetap ditanggung member itu sendiri. 

Pembahasan diatas adalah bagaimana tanggung gugat member karena kerugian 

yang disebabkan adanya cacad pro~uk d~lam sudut pandang BW. Berikutnya akan 

dibahas tanggung gugat member karena adanya cacad produk bila dilihat dari sudut 

pandang UU No.8 tallUn 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam pasal 19 ayat 

1 disebutkan : 

" Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas keru.sakan, 

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan." · 

Sedangkan dalam pasal 2 : 

"Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat l (sntu) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau 
setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." 

Didalam aturan UU ini. tanggung gugat yang dapat dilakukan konsumen akan 

adanya cacad produk hampir sama dengan yang diatur didalam BW, yaitu sama-Eama 

tuntutan ganti rugi. Namun bedanya didalam BW lebih dispesifikasi tentang sampai 
. . 

seberapa besar ganti rugi yang dapat diberikan oleh pelaku usaha terkait dengan 
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kapan cacad produk tersebut diketahui. Didalam BW istilah yang dipakai adalah 

penjual dan pembeli namun didalam UU ini, istilah yang dipakai adalah pelaku usaha 

dan konsun1en. Natmm istilah-istilah ~ersbut dapat dipersamakan, yaitu pelaku usaha 

sebagai penjual karena dia yang m~nj~l produk tersebut, clan konsumen sebagai 

pembeli kareua ia yang membeli produk itu. 

Sebagaimana didalam BW, UU inipun juga memberikan perlindungan kepada 

pelaku usaha, yaitu dapat dilihat didalam pasal 27 yang berbunyi : 

" Pelaku usal1a yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab 
atas kerugia11 yang diderita konsumen apabila : 

1. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak 
dimaksudkan untuk djedarkan 

2. cacat barang timbul pada kemudian hari 
3. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengeilai kualifikasi barang 
4. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen 
5. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 ( empat) tahun sejak barang dibeli 

atau lewatnyajangka waktu yang d.iperjanjikan." 

Bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 1510 BW maka · UU lil1 Juga sania-sama 

memberikan perlindungan kepada · pelaku usaha yaitu · tentang hal-hal yang 

menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap cacat produk ini diistilahkan 

di dalam BW sebagai kerugian yang disebabkan oleh kejadian tak disengaja. Ada 
' . 

kalanya member tidak dapat meminta tanggung jawab akan kerugian tersebut kepada 

perusahaan sebagai pelaku usaha, namun tanggung jawab itu dimintakan kepada Area 

Manager atau stockis sebagai wakil perusahaan. Hal seperti ini dapat dimungkinkan 

bilamana kerugian itu disebabkan diluar kesalahan perusa11aan, narnun akibat dari 

kesalal1an Area Manager atau stockis. Misalnya cara penyimpanan produk yang 

dilakukan oleh Area Manager atau stockis yang tidak sesuai dengan aturan 
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perusahaan, atau dapat juga akibat ad~ya peruba~an komposisi bahan yang 

dilakukan oleh Area Manager ataupun stockis. Seperti yang dijelaskan buku "Agency 

and Partnership" bahwa a principal is ~1qt liable for the criminal acts of his agents or 

servants unless he has previously authorized to such acts, eventhough the 

agents/servants was acting within the scope of his empl~yemnet. 39
. Dari penjelasan 

ini disimpulkan pula bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas kejahatan yang 

dilakukan oleh agennya, walaupun kejahatan itu dilakukan masih dalam lingkup kerja 

pelaku usaha. 

Jadi tanggung gugat member kepada Pelaku usaha baik itu perusahaan, Area 

Manager maupun stockis dikarenakari adanya cacat produk adalah dengan : 

I . pengembalian uang 

2. penggantian barang clan ataujasa 

3. perawatan kesehatan 

4. pemberian santunan. 

Didalam BW, butir 1 sampai dengan 4 ~ diistilallkan ~engan pengembalian harga 

pembelian dan kerugian-kerugian lain. 

b. Perjanjian keanggotaan yang memuat klausula baku 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa per3an31an 

keanggotaan merupakan dasar timbitlnya hubungan hukum antara member dengan 

39 Myron.G.Hill,Jr, Howrd.MRossen, dan Wilton.S.Sogg, Agency & Partnership. fourth edition, 
Emanuel Law Outlines.Inc, 1989, Newyork, h.39 · · 
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pelaku usaha yang dalam hal ini lebih ditekankan kepada pemsahaan. Mengapa 

pelaku usaha yang ditckankan disini adaJah pemsahaan adalah karena perjanjian 

keanggotaan mengikat para pihaknya yaitu member dengan perusahaan, bukan 

dengan Area Manager ataupun stockis. Pada perjanjian keanggotaan, biasanya bentuk 

maupun isinya telah ditetapkan oleh salah satu pihak. Jadi dalam hal ini perusahaan 

telah menetapkan bentuk beserta isinya · sedangkan member setelah membaca dan 

menyetujui segala ketetapannya, dapat langsung memberikan kesepakatan dengan 

cara membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda sepakat. 

Menurut pasal 1320 BW, suatu. perjaujian akan me1tjadi sah bila sudah 

memenuhi 4 (em pat) syarat antara lain : 

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; 
. . 

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. suatu hal tertentu; 

4. suatu sebab yang halal 

Jenis perjanjian yang seperti ini berkaitan erat dengan syarat sahnya perjanjian 

nomor 1 yaitu kesepakatan. Kesepak:atan yang dimaksu~ sebagai syarat sahnya 

perjanjian ini adalah suatu kesepakatan yang murni, jadi bukan kesepakatan semu. 

Mengapa dikatakan sebagai kesepakatan semu, hal ini tidak lepas dari sifat perjanjian 

keanggotaan yang telah dibuat hanya satU pibak saja. Jadi tidak didasari keheudak 

dari kedua belah pihak. Suatu perjanjian yang bentuk maupun isinya dibuat hanya 

oleh salah satu pihak saja disebut perjanjian baku. Didalam perjanjian baku, karena 
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klausulanya sudah ditetapkan oleh salah satu pihak rnaka klausula ini disebut sebagai 

klausula balm. 
. . 

Dalam hal tanggung gugat member kepada perusahaan karena dirugikan akibat 

adanya klausula baku dalam perjanjian keanggotaan, dapat kita lihat aturannya 

didalam BW, maupun UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 

Menurnt UUPK pasaJ 18 ayat 3 disebutkan : 

" setiap klausula baku yang ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau 

perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum" 

Ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan batasan-batasan klausula baku yang dilarang 

menurut Undang-Undang ini sebagaimana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. . . . . 

Dari pasal ini bila kita implikasikan kedalam permasalahan, maka apabila didalan1 

perjanjian keanggotaan ada satu atau Jebih klausula baku yang melanggar batasan 

jenis klausula baku yang dilarang, maka klausula baku itu batal demi hukum. 

Mengapa batal demi hukum karena klausula baku ini melanggar syarat obyektif 

perjanjian yaitu sebab yang halal. Menurut BW pasal 1337 : 

" suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau 

apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban wnwn " 

Bila ternyata klausula baku ini terbukti melanggar batasan jenis klausula yang 

dilarang pada pasal 18 ayat (1) maupun ayat (2) itu berarti kalusula ini bertentangan 

dengan Undang-Undang. Seperti yang· dijelaskan didalam buku "Kompilasi hukwn 
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Perikatan" yaitu perjanjian yang cacat subyektif dapat dibatalkan dan yang cacat 

obyektifbatal demi hukum.40 

Dalam hal klausula baku yang akib}lt hukurnnya batal demi hukum, member 

dapat memintakan penetapan pembatalan kepada hakim. Hal ini dilakukan oleh 

member sebagai langkah pencegahan, maksudnya apabila suatu saat pelaku usaha 

tersebut masih memberlakukan klausula yang sudah batal demi hukum, maka hukum 

akan berpihak kepada member. Naffiun perlu diingat, yang menjadi batal demi 

hukum itu bukan seluruh perjanjiannya namun hanya klausula yang dilarang saja. 

Jadi kesimpulannya, tanggung gugat member akibat adanya perjanjian 

keanggotaan yang memuat klausula baku adalah dengan menuntut pembatalan 

klausula baku tersebut dan dapat disertai dengan memintakan penetapan pembatalan 

kepada hakim dengan dalil klausula tersebut merugikan salah satu pihak dan 

melanggar ketentuan UU. Dalam hal ini. batasan UU yang dilanggar adalah yang 

diatur didalam UUPK menganai klausula baku. 

c. Marketing plan yang tidak sesuai dengan kenyataan 

Didalam menjalankan bisnis MLM, setiap calon member pasti selalu dihadapkan 

dengan marketing plan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Buku Kode Etik Morindo 

Indah Utaama pasal 1 angka 12 pada bab sebelurnnya bahwa marketing plan adalah : 

40 Mariam Darus BAdrulz.amana et al, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2001, h .76 
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"aturan pemasaran yang direncanakan dan dibuat oleh perusahaan untuk 
mengatur tata cara usaha antara perusahaan dengan member serta mcmuat 
pula tata cara penentuan peringkat, penentuan besarnya bonus yang dapat 
dinikmati oleh para member, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para 
member'"'1 

Dari pengertian tersebut maka peran marketing plan adalah sebagai pedoman bagi 

member untuk menjalankan bisnis MLM. Namun di Indonesia sekarang hanyak 

bermunculan kasus-kasus yang menyangkut kerugian konswnen akibat tidak 

dipenuhinya marketing plan seperti yang telah dijanjikan·. Sebut saja kasus Nustar, 

sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan panci, dimana juga menerapkan 

sistim MLM. Didalam marketing plannya dijanjikan bahwa member akan menerima 

bonus sebesar 5 % dari pembelanjaan pada bulan kedua, serta 10 % untuk bulan 

ketiganya, dan begitu seterusnya. Tetapi temyata kenyataannya tidaklah demikian. . . 

Bonus yang diterima jau.h kebih kecil dari yang dijanjikan. Menurut Eni Suhaeni 

Bakri, mantan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag), kalau ada kejadian dimana para 

member menuntut pelaku usaha karena pelaku usaha melakukan kecurangan maka 

para konsumen yang merasa dirugikan dapat melakukan pengaduan dan tuntutan.42 

Kasus lainnya yang juga pemah mencua.t di Indonesia adalah kasus Kombisindo, 

yaitu sebuah money game yang berkedok MLM yang dipimpin oleh Go Mun Tjik 

alias Nanik. Didalam marketing plannya, para member dijanjikan pembagian 

41 Morindo Indah Utama, ~h. 4 
'

2 Nustar menjual Mimpi Lewat Bisnis Pane!, Network Marketina. Juni 2002, h.83 
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keuntungan sebesar 30 % yang akan didapat dalam jangka wak.tu 7 hari. Tetapi 

kenyataannya bukan hanya pembagian keuntungannya saja yang tidak. dibayarkan, 

nan1un uang pokoknya pun tidak. itu terbayarkan. Menurut salah satu member 

Kombisindo, Rama, seperti yang dikutip pada suraf ~abar harian Jawa Pos, 

mengatakan bahwa banyak member yang sebenarnya tidak mengetahui tentang seluk 

beluk bisnis ini.43 

Dengan tidak dipenuhinya marketing plan yang dijanjikan. maka berarti telah 

terjadi suatu wanprestasi (ingkar janji) disini yaitu berupa tidak. dipenuhinya suatu 

prestasi . Namun tidak. menutup kemungkinan juga adanya unsur pidana yaitu 

penipuan. Definisi penipuan yang dimak.sud disini seperti yang diatur didalam pasal 

378 KUHP 44 yang berbunyi : 

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain secara melawan hukurn dengan memakai nama palsu atau martabat 
(hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, 
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan .. barang sesuatu barang 
kepadanya, atau supaya memben utang maupun menghapuskan piutang, 
diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun." 

Didalam UUPK tidak diatur secara jelas tanggung gugat konsumen dalam hal adanya 

wan prestasi, terlebih lagi kerugian ini terkait dengan adanya W1Sur pidana misalnya 

penipuan. Unsur pidana yang diatur didalam UUPK ini hanya sebatas kerugian yang 

diak.ibatkan oleh cacat produk yaitu terdapat didalam pasal 19 ( 4) yang berbunyi: 

43 Nasabah Kombisindo Mengadu Ke Dewan, Jawa Pos, 8 April 2003, h. 36 
44 KUHP merupakan terjemahan dari Undang Undang Belanda yaitu Wetboek Van Strafrecht. Namun 
karena tidak adanya terjemahan resmi maka untuk tulisan ini digunakan istilah KUHP, Kitab Undang­
Undang Hukum Pidana, cetakan ke 20, Moeljanto, Jakarta, 1999 
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" pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

menghapuskan kemungkinan adanya tlmtutan pidana berdasarkan pembuktian lebih 

lanjut mengenai adanya tmsu.r kesalahan". 

Oleh karena tidak diatur dalam UUPK, maka dalam hal tanggung gugat member 

clcibat tidak dipenuhinya marketing plan yang ·dijanjikan, dapat dipakai 

pengaturannya dalam BW mengenai wanprestasi serta KUHP bila kerngian itu 

mnyangkut aspek pidana. Didalam BW dijelaskan didalam pasal 1239 yang berbunyi: 

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, 
apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan 
penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggatian biaya, rugi dan 
bunga" 

Yang disebut sebagai si berutang dalam pasal ini diartikan sebagai yang 

berkewajiban memberikan prestasi. Jadi dalam pennasalahan ini yang berposisi 

sebagai si berutang adalah pelaku usaha. Karena pelaku usaha disini terikat untuk 

memberikan suatu prestasi kepada member berupa semua hal yang telah dijanjikan 

didalam marketing plannya, misalnya kewajiban untuk membayar bonus penjualan 

kepada member. 

Jadi kesimpulannya, tanggung gugat member kepada pelaku usaha dalam hal 

marketing plan yang tidak sesuai dengan kenyataan dapat berupa tuntutan ganti rugi 

karena wanprestasi serta dapat juga diteru~kan kedalam ~tutan pidana dengan dalil 

penipuan sesuai pasal 378 KUHP apabila terbukti pelaku usaha melakukan tipu 

muslihat serta rangkaian kebohongan. 
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Tanggung gugat ini dapat ditujukan kepada perusahaan. Mengapa pelaku usaha 

yang ditekankan disini adalah perusahaan, karena marketing plan tersebut dibuat oleh 

pernsahaan . Jadi apabila terjadi marketing plan tidak seperti yang dijanjikan, maka 

member dapat langsung menuntut kepada perusahaan. Lain halnya bila kesalahaan 

terjadi diluar pihak perusahaan. Dalam arti perusahaan tetap menjalankan marketing 

plannya sesuai yang telah dijanjikan, namun Area Manager atau stockis sebagai wakil 

perusahaan tidak menjalankan dengan benar atau dengan kata lain mereka 

menyelewengkan marketing plan tersebut. Dalam hal ini tidak menutup 

kemungkinan member dapat langsung menuntut ke Area Manager atau stockisn~1a. 

2. Tanggung Gugat Antara Konsumen Bukan Selaku Member Dengan Pelaku 

Usaha 

a. Adanya cacat produk 

Tanggung gugat konsumen bebas dalam hal kerugian yang disebabkan oleh 

adanya cacat produk adala11 sama .dengan tanggung gugat .yang dilakukan member. 

Dalam hal tanggung gugat terhadap adanya cacat produk, UU no.9 tahun 1999 tidak 

IIiembedakan apakah konsumen itu sebagai member atau bukan sebagai member. 

Konsumen yang dimaksud didalam pennasalahan ini adalah definisi konsumen secara 

umum yaitu konswnen yang terdapat ~lru.~ pasal 1 angka 2, y~tu konsumen adalah : 
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"Setiap orang pemakai barang dan/.atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, 

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk 

rudup lain dan tidak untuk diperdagangkan". 

Jadi bagaimana tanggung gugat konsumen bebas adalah sama seperti yang telah 

dijelaskan didalam tanggung gugat member terhadap pelaku usaha, yaitu : 

1. pengembalian uang 

2. penggantian barang dan ataujasa 

3. perawatan kesehatan 

4. pemberian santunan 

" berdasarkan UU No.8 tahun 1999 pasal 19 ayat 2. 

b. Adanya harga jual produk yang bersaing 

Produk-produk yang diperdagangakan di perusahaan-perusahaan MLM sangat 

beragam. Untuk jenis produk yang sama bisa diperda~angkan lebih dari satu 

perusahaan. Seperti contohnya untuk 'produk kecantikari, disini ada beberapa 

perusahaan yang memperdagangkan produk jenis ini. Sebut saja A VON dan 

ORIFLAME. Untuk produk tas wanita sebut saja CAPRIASI, SOPHIE MARTIN 

maupun SARA LEE. Untuk yang multi produk sebut saja CNI maupun AM.WAY. 

Harga produk yang ditawarkan di masing-masing perusahaan untuk barang yang 

scjcnis itu bcrlainan satu sama lain. Hal yang terjadi seperti ini adalah wajar. Namw1 
. . 

didalam bisnis MLM ada suatu harga yang baku yang sudah ditetapkan oleh 
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pcrusahaan kepada konsumen baik itu member maupuu konsumen bebas. Biasanya 

tmtuk seorang member harga yang. dipakai adalah harga member. Harga tersebut 

lebih murah bila dibandingkan dengan harga yang diberlakukan untuk seorang 

konsumen bebas. Namun untuk seorang konsurnen bebaspun harga yang dipakai 

adalah sama walau dia membeli produk tersebut ditempat yang berbeda. Hal seperti 

ini seperti sudah menjadi peraturan tidak tertulis didalam bisnis MLM. Didalam 

MLM, harga terkait erat dengan perhitungan bonus bagi seorang member. Namun 

bila dikaitkan dengan konsumen bebas,' harga produk ini diberlakukan sama 

dimanapun ia membeli karena ditujukan untuk menjaga image perusahaan sebagai 

perusahaan MLM dimana produknya bukan produk retail yang dititipkan di toko· 

toko. 

Mengenai tanggung gugat konsumen untuk harga produk yang bersaing dapat 

dilihat aturannya didalam UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta 

dapat kita bandingkan pula dengan aturan didalam UU No.5 tahun 1999 tentang 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha-Tidak Sehat. 

Menurut UU No.8 tahun 1999, pada pasal 10 disebutkan : 

"Pelaku usal1a dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangakan dilarang nienawcirkan, mempronioSikan, mengiklankan atau 
membuat pemyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai : 

a. harga atau tarif suatu barang 
b . kegunaan suatu barang dan/ataujasa 
c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang 

dan/atau jasa 
d. tawaran potongan harga atau hadiah menarikyang ditawarkan 
e. bahaya penggtmaan barang" 
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Bila dilihat pada point a, disana dijelaskan adanya larangan bagi perusahaan untuk 

membuat pemyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga barang. 

Sedangkan pada bisnis MLM, biasanya sudah ada harga barang yang baku baik itu 

untuk member maupun untuk konsumen bebas. Jadi apabila sudah ada ketetapan yang 

bairn akan harga barang ini, namun temyata masih ada pelaku usaha yang 

menerapkan harga yang bersaing ( dalam arti harga yang berbeda an tar pelaku usaha 

yang lain dalam pemsahaan dan produk yang sama) maka dapat dikatakan pelaku 

usaha melanggar pasal ini. Dalam permasalahan ini, pelaku usaha yang dapat dikenai 

tanggung jawab bukan hanya perusahaan. Namun dimungkinkan Area Manager atau 

stockis juga dapat dikenakan tanggung jawab ini. Karena pada umumnya, perusahaan 

sudah menetapkan harga yang baku akan produk yang dijual baik itu harga kepada 

member maupun kepada konswnen bebas. Sedangkan Area Manager maupun stocki!:; 

tidak mepunyai wewenang untuk merubah harga . Sebagaimana didalam buku Kode 

Etik PT. Morin do Indah utama pasal 10 angka 1 yang telah disebutkan pada bah 

sebelumnya, yaitu member wajib melakukan kegiatan penjualan produk dengan harga 

dan cara yang telah ditetapkan perusaliaan. 45 Didalam b*"° ini dijelaskan bahwa 

' . 
perusahaan sudah menetapkan harga produk yang baku, dan member hanya bertugas 

untuk memasarkan produknya saja, tanpa merubah harganya. Namun di buku ini 

hanya disebutkan dengan istilah member. Namun mengingat sebenamya Area 

Manager rnaupun stockis adalah juga member perusahaan maka dapat pula 

diimplikasikan maksud member disini juga sebagai area manager maupun stokis. 

45 Morindo Indah Utama, Ql2&it. h.8 
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Untuk lebih mudalrnya memahami tentang harga produk yang bersaing, dapat dilihat 

ilustrasi berikut : 

Misalnya Perusahaan A memiliki agen (Area Manager atau stockis) di Jawa Timur 
. . . . 

da.n Jawa Tengah. Suatu saat B selaku konswnen bebas membeli produk di Jawa 

Tengah , temyata harga untuk produk yang sama disana lebih mahal daripada yang 

dibeli di Jawa timur. Hal inilah yang dimaksud harga produk yang bersaing didalan1 

permasalahan ini. 

Bila dibandingkan dengan aturan yang ditetapkan didalam UU No. 5 tahun 1999 

tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pad3 pasal 6 

dijelaskan: 

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli 

yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang barns 

dibayar oleh pembeli lain uutuk baraug dan ataujasa yang sama". 

Dari pasal ini , juga dijelaskan adanya larangan penetapan harga yang berbeda 

yang harus dibayar oleh pembeli lain. Di pasal ini konswnen diistilallkan dengan 

pembeli. Bila temyata pelaku usaha terbukti menyesatkan konswnen bebas dalam hal 
.. 

harga maka konsumen dapat bertanggung gugat dengan meminta ganti rugi maupun 

pengembalian haknya seperti sedia kala. Namun kembali lagi, apabila pada saat 

membeli produk, konsumen sudall mengetahui sebehittinya bahwa harga yang 

ditawarkan untuk produk yang sama berbeda dari tempat yang lain, namun ia tetap 

sepakat, maka hal itu tidak dipermasalal:ikan didalam hukum. Berarti kedua belah 

pihak secara tidak langsung sudah mencapai kesepakatan. 
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Terkadang para konsumen tidak mempermasalahkan bila harga yang berbeda 

tersebut hanya terpaut sedikit, kar~na ~al dimungkinkan s~bagai beban atas biaya 

yang timbul tmtuk memperoleh produk ini . Misalnya beban atas biaya ongkos kirim, 

Asalkan perbedaan harga tersebut rnasih dalam batas kewajaran. 
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1. Kesimpulan 

BAB IV 

PENUTUP 

Dari semua bahasan yang telah . qijel'askan mulai bab 2 sampai dengan bab 3, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Dalam perusahaan yang menggunakan sistem MLM, pihak yang terlibat yaitu 

pelaku usaha yang terdiri dari Perusahaan MLM, Area Manager dan Stockis serta 

konsumen yang terdiri dari konsumen bebas dan member. Area Manager dan 

stockis disini sejatinya adalah member pemsahaan MLM tersebut, sehingga ada 

kalanya mereka dapat berposisi sebagai konsumen. Namun dalam pembahasan 

ini, Area Manager dan stock:is yang dibicarakan adalah dalam posisinya sebagai 

pelaku usaha, karena mereka berperan sebagai wakil perusahaan dalam 

melakukan pemasaran produk dan membantu melayani transaksi penjualan. 

Hubtmgan yang terjalin antara peJaku usaha dengan member berbeda dengan 

konsumen bebas. Terhadap member, hubungannya dapat berupa 2 ma.cam yaitu 

berupa hubungan keagenan dan hubungan jual beli pada umumnya. Dala1.11 wujud 

hubungan keagenan, pelaku usaha yang terikat dengan member adalah 

perusahaan, bukan Area Manager ataupun stockis. Bentuk hubungan ini terkait 

erat dengan hubungan kontraktual yang timbul dari adanya perjanjian 
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keanggotaan yang telah disepakati oleli member dengafi perusahaan. Dengan kata 

lain, dalam hubm1gan keagenan ini, para pihak yang terlikat adalah member dan 

perusahaan. Lain halnya dengan bentuk hubm1gan jual beli. Bentuk hubungan 

seperti ini adalah sama halnya hubungan terhadap ko_nsumen bebas. Dalam hal 

ini, baik member maupun konsumen bebas terikat· bukan hanya de!lgan 

perusahaan saja, namun dapat juga terikat dengan Area Manager maupun stockis, 

mengingat dalam bisnis ini, pembelian dapat dilakukan melalui perusahaan 

secara langsung ataupun melalui wakil perusahaan yaitu Area Manager dan 

stockis. Jadi dengan siapa terikatnya member dan konswnen bebas dalam 

hubungan jual beli ini adalah tergantung malalui mana konsumen melakukan 

transaksi jual beli tersebut. 

b. Dalam hal tanggung gugat konsumen baik itu sebagai member maupun konsumen 

bebas terhadap pelaku usaha baik itu perusa11aan MLM, Area Manager maupun 

stockis, dapat dipilah-pilah berdasarkan penyebab kerugiannya, antara lain : 

- cacad produk, tanggung gugat dari kerugian akibat mengkonsumsi produk yang 

sudah tidak layak karena tidak sesuai dengan tujuan awal produk tersebut dibuat 

dan membahayakan konsumen dapat ditujukkan kepada pelaku usaha terutama 

perusahaan MLM berupa penggantian uang, pengembalian barang, perawatan 

kesehatan maupun pemberian santunan. Namun tidak menutup kemungkinan 

Area manager maupun stockis · dibebani tanggw1g jawab ini apabila terbukti 

mereka yang menyebabkan cacad itu .. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Perlindungan Hukum Bagi... Galuhtantri Ardila Sukma



57 

- perjanjian kenggotaan yang memuat klausula baku, tanggung gugatnya dapat 

ditujukan kepada perusahaan berupa gugatan pembatalan yang diajukan kepada 

hakim dengan da1il klausula tersebut bertentangan dengan UU khususnya 

UUPK. 

- marketing plan yang tidak sesuai dengan kenyataan, tanru:,1U11g gugatnya dapat 

ditujukan kepada perusahaan berupa tuntutan ganti rugi serta pengembalian hak 

yang dilanggar dengan dalil wan prestatie, namun tidak menutup kemungkinan 

adanya tuntutan pidana bila temyata terbukti adanya unsur penipuan. Area 

Manager dan stock.is dapat juga dikenai tanggm1g jawab ini bila terbukti 

kerugian ini disebabkan oleh mereka. 

- harga produk yang bersaing, tanggung gugatnya · dapat ditujukan kepada 

perusahaan berupa ganti rugi dan pengembalian haknya seperti sedia kala 

(scbelwn jual bcli terjadi) karena dalam hal ini harga produk tersebut sudah 

. - : 

ditetapkan secara baku oleh perusahaan. Nanmn tidak menutup kemungkinan 

Area Manager atau stockis yang dimintai tanggung jawab, apabila terbukti 

bahwa mereka yang menmyesatkan konsumen dalam hal harga. 

2. Saran 

a. Didalam UUPK hanya diatur mengenai konsmnen dalam arti umum yaitu 

konsumen sebagai pemakai saja, sedangkan bila diimplikasikan kedalam sistim 

MLM, konsumen yang dikenal bukan hanya konswnen dalam artian pemakai saja .. 
(konsumen be bas), namun dikenal pula . konswnen sebagai member yang 
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berfungsi sebagai agen. Jadi periu kiranya diperluas batasan definisi dari 

konsumen sehingga dengan demikian UUPK ini akan dapat menjawab 

pennasalahan mengenai hubungan para pihak dalam sistim MLM secara 

keseluruhan. 

b. Didalam pennasalahan mengenai tanggung gugat konsumen akibat adanya 

marketing plan yang tidak sesuai. dcn.gan kenyataan, perjanjian keanggotaan yang 

memuat klausula balm serta harga jual produk yang bersaing, UUPK sudah 

memberikan pengaturan secara lengkap. Na.mun dalam hal tanggung gugat 
. . 

karena adanya ca.cad produk, pengaturan tanggung gugat konsumen kurang diatur 

secara terperinci. Misalnya dalam hal tuntutan ganti rugi akibat cacat produk, 

UUPK ini tidak mengatur tentang batasan macrun gru1ti rugi yang diberikru1 bila 

dikaitkan dengan bilamana kecacadan tersebut diketahui oleh pelaku usaha, 

apakah hanya berupa penggantian uailg saja yang senilai dengan produk ataukah 

masih perlu ditambah biaya lainnya clan bunga, s~hingga hal ini masih perlu 

mengkaitkan kedalam aturan BW. Didalam BW, ma.cam ganti rugi yang 

diberikan berbeda tergantung bilamana kecacadan itu telah diketahui pela.1.."U 

usaha. Sehingga akan lebih baik jika didalam UUPK ini dilengkapi dengan 

aturan mengenai batasan macam ganti rugi apa saja <la.pat diberikan terkait 

dengru1 bilamana kecacadan tersebut telah diketahui pelaku usa11a. 
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